PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR %7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMEENTUKAN, ORGANISAST DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKANN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pesawararn ditetapkan oleh Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a tersebut diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas teknis oprasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan
Badan Daerah dalam meningkatkan pelavanan kepada
masvarakat di daerah agar berjalan lancar. tertib, berdayaguna,

dar. berhasiguna perlu menetapkannya dengan Peraturan
Bupati:

bahwa berdasarkan pertimbangan s¢bagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentany Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

Undang Nomor 12, Tahun 201 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan iLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Alas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan




Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiza
Nomor 5494); ‘

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor 5 "3

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201! Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398); :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

MNomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Namor 244 Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
nerja  (Lemobaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia

Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187. Tambahan lembaran Negara
Fepubhik Incjonesia Nomotr 6402)

'

Peraturan Pemenntah Nomor |2 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

13 Peraturan Menteri NDalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Fedoman Yembeniukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unjt
Pelaksana Teknis Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021
tenitang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 202! Nomor Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 93 ¥

16. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

B
2.
3.

-J

Daerah adalah Kabupaten Pesawaran,
Bupati edalah Bupati Pesawaran.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pesawaran.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah adalah
unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penurjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan
Kebidavaan Kabipaten Pesawaran

Satuan Pendidikan adalah Unit
Berbentuk Satuan Pendidikan |
Kabupaten Pesawaran.

Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan
‘ormal dan Satuan Pendidikan Non Formal di

Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disin
Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Progra
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar,

gkat SPF adalah Kelompok
m Pendidikan Formal meliputi



10.

12.

13.

14.

1S:

16.

(2)

Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah

Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non
Formal.

Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan
Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri yang selanjutnya
disingkat SPF TK Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak

LADpaten Pesawian

Saluan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkar SPF

S Negen adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten
Pesawaran.

Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya
disingkat SPF SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah
Pertama Negeri di Kabupaten Pesawaran.

Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya
disingkat SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan

Belajar di Kabupaten Pesawaran yang merupakan kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.

Program Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Program FNF adalah
layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat
melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,
pendidikar  ketrampilan dan pelatihan Kerja, pendidikan kesetaraan, serta

Pha s dam cang dituinkan untik mengembangkan kemampuan peserta
dichik,

Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Program PAUD
adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampal
dengan usia 6 (emam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Jabatan Fungsional adalah sekeiompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau
keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Bidang Pendidikan berupa Satuan
Pendidikan nada Dinas terdiri atas -

4 SPF TK Negen;
L. SPF SD Negen;
SPF SMP Negeri; dan
d. SPNF Sanggar Kegiatan Belajar.

Nomenklatur UPTD Satuan Pendidikan tercantum pada Lampiran | sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(1)

(2)

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
unsur peiaksana teknis Dinas yang melaksanakan :

a. keglatan teknis operasional; dan/atau
b. kegiatan teknis penunjang tertentu,

UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala UPTD Satuan Pendidikan.

Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal adalah Kepala Sekolah yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
merupakan jabatan fungsional guru bagai SPF dan pamong belajar bagi SPNF

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

SuSL;nan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan terdiri dari :
a. Kepala Sekolah;

b. Kelompok Jabatan Fungsional: dan

c. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 1l yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini,
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal S

UPTD Satuan Pendidikan adalah Kepala' Sekolah dalam rangka pelaksanakan
dukungan kegiatan belajar mengajar.

UPTD Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (2) mempuynyai fungsi :

a. melaksanaan dan pengaturan proses belajar mengajar;



(1)

(2)

(1)

b. melaksanakan pembinazn dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah,
olzahraga dan kesenian pelajar di sekolah.

¢. melaksanakan pembinaan dan pengorganisasian pendidik, tenaga
kepencidikan di sekoiah.

ik satahd i Perba i gutis i sl a kit peserta didik,

¢ melaksanakan adminisiras ketatausahaan. kesiswaan, ketenagaan. sarana
prasana dan keuangan;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya.

g melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan.

Bagian Kedua
Kepala Sekolah

Pasal 6

Kepala Sckolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan
Jabatari fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan,

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Kepala Sekclah memiliki fungsi :

A Mmeirgorganisasikan, mengarahkan. mengoordinasikan dan mengawasl proses
kegiatan belajar mengajar;

b. menvelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan

dan  pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan,
ketatausahaan, kKetenagaan dan sarana/prasarana; dan

€. mengatur kegiatan proses belajar, bimbingan, ekstrakurikuler, ketatausahaan
dan organisasi kesiswaan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b
merupakan guru atau pamong belajar yang mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Satuan Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang

dalam melaksanakan tugasnva herada dibawah dan bertanggung jawab kepada
N etla ekolah

Nelumpek Jabatan Fungsional sebagaimanza dimaksud pada ayat (1) mempunyai
flungsi :

a. melaksanakan pembuatan perangkat pembelajaran;
b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;

¢. melaksaniakan kegiatan penilaian dan evaluasi kegiatan proses pembelajaran;

d. melaksanakan analisis hasil pembelajaran harian;

€. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;



(2)

(3)

(4)

(2)

f. melaksanakan pengimbasan pengetah'ian kepada guru lain dalam proses
kegiatan belajar mengajar;

tiahsanahan pembuatac: alat pelajaran/alat peraga,

nienumbubkembangkan sikap dan pengembangan karakter positif peserta
didik,

I. mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung
Jawabnya;

J. membuat catatan teritang kemajuan hasil belajar;
k. mengisid an meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran;
. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 8

“olnmprok fahatan DPelaksana sehagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf ¢

Mmerupekan  tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi,
pengelolaan dan pelavanan tekmis untuk menunjang proses pendidikan pada
Satuan Pendidikan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

Relompok Jabatan Pelaksana terdiri dari jabatan pelaksana.

Kelompok Jabatan Pelaksana dapat terdiri dari :

a. Pengadministrasi Umum;

b. Pengadministrasi Keua'nga.n;

¢. Pengadministrasi Kepegawaian; dan

d. Jabatan Pelaksana lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban
kerja.

BAB V
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 9
Dalam rangka percepatan dan efisiensi serta koordinasi layanan administrasi
pada Satuan Pendidikan dj wilayah Daerah, dibentulk Koordinator Wilayah
Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai unit kerja non struktural pada setiap
kecamatan di wilayah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

Koordinatpr.Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada



(4)

(S)

(1)

(2)

(4)

(S)

(6)

RUVTUL Talon Wildyah kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada

avat [l1]. diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas
persetujuan Bupau

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai Aparatur

Sipil Negara yang sebelumnya digunakan unit pelaksana teknis daerah
Pendidikan Kecamatan.

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada
satuan pendidikan di wilayah kerjanya

Koordinator Wilayah Kecama

ayat (1), mempunyaij fungsi :

a. melaksanakan pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik,
dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;

melaksanakan pengadministrasian usul kenaikan
PCidicin dan 1enaga Kependidikan.

tan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada

pangkat dan angka kredit

melaksanakan koordinasi lomba-lomba ¢ wilavah kerjanva:
d. melaksanakan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan

€. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan
kabupaten.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekolah, Koordinator Wilayah, Kelompok
Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana waii insi

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern dan/atau antar
unit lainnya,

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing
e YVea teriadi peErvImpangaragar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Setiap pimpinan satuan Organisasi  bertanggung jawab memimpin dan

mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atzsan, tembusan laporan

wajib  disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.



BAB VII
HETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Kepala Sekolah, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peratiiran Rupati ini mulai berlaki) sejak tanggal diundangkan.

ARir setap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inj
dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Jammwari 2022

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Jamuari 2022

Plh. SEKRETARIS D myzﬁ\m PESAWARAN,

S UR
BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 574




ONOQHD €1 NAS QE: .

z<<&<.r ONOQFD S1 NAS m:

L, LOE0080I [ NVVLVL DNOAdD | ~'pepeInS | NVVLVL

N PLPOGOL |  NVVLVL ONOAUD | _uopdeg | NVVLVL ONOQAD 1 NaS aldn|  NVVLYL DNOGHD v1 NAS| $T |

S b6610801 | NVVLVL DNOGHD CEERIRTE] udpEded | NVVLVL DNOAHD €1 NAS dldn NVVLVL DNOQFD €1 NAS €l |
L1b00S0L | NVVLVL ONOQED | ouofim| NVVLVL ONOQED ¢ NAS Aldn NVVIVI ONOQIO ¢1 NOS | 21 |
 GZ110801 |  NVVLVL DNOGED TUeqDng [ NVVLVI ONOA@D) 11 NOS AldN | NVVIVL ONOQHO I 1 NGS | 11 |
1~ LZr10801 |  NVVLYL DNOQHD ueduedured | NYV.V.L DONCAAD 01 NAS LN NVVLVL DNOG®O 01 NaS | 0T |
| 90£16L01 NVY.LVL ONOJID ofesodog | NVVIVL DNOG 4D 6 NUS dLdn NVV.LVL DNOadD 6 zom_ 6 |
96200801 | NVV.LVL DNOQ¥D - eleredng | NVVIVL DNOAdD 8 NAS (ldn NVVLVL ONOQdD 8 NAS | § |
86£10801 NVVLVL DNOQTD ~ wpedeg| NvvLvl DNOA3D Z NAS ALdN NVVLV.i DNOQED L NAS | L |
9000801 |  NVVLYL DNOGHD HeS UBUBL |  NYVLV.L ONOJ3D 9 NAS aldn NVVLVL ONOAAD 9 NCIS | 4
~ €pI10801| NVVIVLI ONOQED | eydue]mduns|  NyvLvl DNOQ3D S NAS ldn NVVLVL ONOQdD S NAS G |

“ 17110801 | NVVLVLI DNOQaD B 'PePEANS |  NVVLVL DNOQ4D + NJS ALdN NVVLVL ONOQEO + NS &
28010801 |  NVVIVL DNOQED I LES UBWRL |  NVVLVL DNOJ3O £ NAS dldn NVVLVL DNOQED £ NS € |

~0S110801 |  NVVLVL DNOQED | Blereing |  NVVLVL ONOQ3EO ¢ NAS aldn NVVLVL ONOQIDZ hUS g
186010801 | NVVLVL DNOJID  ouwofm| NVVLVL DNOJEO | NAS dldn NVVLV.L ONOQED 1 nas 1 |
NSdN uBjmIIRD2y yejoyag jeurery ki b . :aw:..omzoxom e UByeqriad wnaqag |

‘ON

NVVLV.L DNOCAad NVILVINVOAN

= —

NVAIVMVSEd NELVANEGVH (dS) AVSVA HVIONAS NVHIAQIANTd NVALYS VINVN NYHYINNAL T

NVIVMVYSId NILVdNEVYI NYVAVANE N NVA NYYITIAONEd SYNIa
I SINMAL NVVYNVSIVIEd

NYMALNIGWAd ONVINAL
ceJg NIXFL Lg HOWON
NVYY v v 5Hd LLVdNEG NVSNLNdAN
I NVIIdINVT

VOVd NVMIAIANZd NVNALYS RYN2
LINM VI¥EN VILVL NYVA ISYSINVONO




IVLVY AVM |

gueiqag Jnung esa(]

IVLYY AVM Z1 NS aldn

VLV AVM 21 NdS

zl |

Qr110801 |

-

-

0S€10801
9Z 00801 VLV AVM reley Kep sojepm esaQ " IVLVA AVM 11 NGS Q4N e TR
85410801 IV.LV3 AVA T IVLVM AVM 01 NAS dLdn VLV AVM 01 Nas | 01
01200801 V.V AVM reyey fem sapepm esaq | IVLVY AVM 6 NAS Qld IVLV AVM 6 NAS | 6 |
L1€10801 V.V AVM | DBy 4By Inung esaq IVLVH AVM 8 NAS dldn Viva Avm s Nas| g
9€901801 _<,~<~_ AVM ofay Fununy ese( -l IVIVY AVM 2 NAS aldn IVLVY AVM Z NAs | L
£5200901 IVLVY AVM | S91ep BS3Q TIeq ueure), IVLY AVM 9 NS dldn IVLVd AVM 9 NS | 9
90110801 VLYY AVM rejey ABp Sajep BSa( l| VLV AVM S NAS dldn VLYY AVM S NAS| S
GPLO0u01 IVLVY AVM | YepU Usremusyq esaq IVLVY AVM ¥ NOS dldn VLV AVM b NGS | +
QIETOBOT ?..SE AVM dueiqag Inung esa(] IVLVY AVM € NAS Aldn VIV AVM ENAS | €
0L£00801 _<&<W.><3 ofay 3ununn vsa( IVIVA AVA ¢ NAS aldn Viva AVB ENaS] B
FSE10R IVLVY AVM | 3nung es3q ‘resed jnung ~IVAVH AVA § NOS dldn IVLVY AVM I NaS | 1
0 usyeaniad yepnseg ueyeqnisg wWn[aqag 3
NSdN uduusuoom Ye[oyag jewre[y E M A S T e e ON
IVLVI AVA NVLVIWVOEN
81100801 NVANV 4 .,S.;m._. _ suisedwa BARP BYNG 71@2@@1&34 41 b1 NAS dldn NYANYA STl 1 NOS &5
98£00801 NVONYA N113L | uning NVANVd 131 €L NS Oddi) S TR T e
bSE00801 NVANYd MN13L 3ueqa) NVANVd ANT3L 21 NGSGLN|  NVANvd MN7TEL 21 NGS | 21
L9E10801 NVANY .,5 1L | unng [ iﬁz& MN13L 01 NaS dldn et i ol s O
+0€00801 NVANV. %N1dL |  Buisedway efep eyng NVONVd ¥NT3L 6 NAS Aldn NVONYd MN13L6NAS [ 6
go1 foso! NVANY.§ NOTEL | BINUBY NVONVd XNT9L 8 NS dldn NVQNVd Y (1131 8 NOS | 8
|_L820080!1 GBI 9073k, BMUBH| . VONVA NNEL L NGS AN NVONV ¥1ALL NGS | Z
0EE 10801 NVANY: NTEL | uzgap L¥ONVd ¥Y1EL 9 NAS dldn _NVa vd NN19L9NaS| 9
8+2.00801 NVANY @ Ni1T3L IPepoOpIS VANV MNTAL S NAS Aldn NVO“vd NATaLS NaS | ©
NVANY AL Juisedwo efep wyng VNV N4l b NS dldn NVQ'.vd NNTEL b NS | b




\»ﬁmoﬁao& IaNaa
»

15698660
| hﬁmmummo,

8188L669 ..

62OP1801

SLSP1I80!

€8Sv1801

€LSPIBO1 |

wnwvﬂwc_w

¢8S11801

2601801

[8SH1801

.| “tLS11801

PLSPI8BOI

/

NVANVd 3N73L Fundy Junlue)
IVLVY AVA eAe[ Joquing
NVANVd MNT13L eAny Buere

" NOLV RIgDFN

efep uedue|n wadon

 NOLVH IMEDEAN

Lreg unduey

Suemeyeg nejng

" HNANNd YDAV

NYVLVL ONOdEDO

ONOUNOAS Buukedey Lem
vavadd HNANNd TpunS] ey
 DNINANIDZEL nelreuls

VLV AVA efelquing
VLT AV M ipepoBrep
NOLYY T4FDEAN omarequile
dedeq] Aey

B e ————

o o m<p<mz~ﬁm%%mmmd_l NVAVMVSEd €1 dVIVS NOWS | Gb
eso(] NVAVMVYSAd 01 dVILVS NdIWS dLdn zem<3<mmm i dVIVS NdNS | [P
es9(] | NVAVMVSHd 6 dVLVS NdWS QLN  NVIVMVSAd 11 dVIVS NdWS | OF
esa(] | NVAVMYS3d 8 dVLVS NAWS QLdN  NVAVMYSHd 0T dYLVS NIWS | 6€
esa | z<m<s<mmm L dVIVS NGWS AldN  NYAVMYSAd 6 GV.LVS NIWS | 8E
2590 | NVIVMVSId 9 dVAVS NS aldn NVAVMVYSAd 8 dVLVS NdWS | LE
e * NVAVMVSEd S dVLVS NAWS QLN NVAVMYSAd 2 dVLVS NdWS | 9€
#sa(] | NVHVMVSHd b dVLYS NdWS didnN  NVAVMVSEd 9 dVLVS NAWS | SE
2500 | NVHVMVSEd € dVLYS NJIWS GldN  NVAVMVSEd S dVLVS NdWS | v€
Bsa(] W-zl<m<3<mmm Z AVLVS NdINS ALdN - NVAVMYSAd b dV.LVS NdWS | €F
esoc NYNVMYSEd | VLYS NdAS Qldil NYAVAMYSEd € dVLYS NdIWS | T2
psaci NVIVMYSAd 1€ NJWS dldN  NVNVMYSEd 1€ NdWS | 1€
ssa¢ NVAVMVSId 0 NdWS dldn _ NVAVMYS3d 08 NdIWS | OF |




LLi]
|
|

TVNOISONNA VNVSHVIAd
NVLIVEVP HOJWOTEN | NVIVEVE HOdWOTAN

HVIONAS VIVdaA

NYAVMYS d NALYdNEVA NVVAVANGHEA NV NVAIAI(INGd SYNIA
YUVd NVHIAQIONId NVNLVS HVAAVA SINMIAL NYENVYSNVYIHd

LINO Vraiiy VIVL NVA ISVSINVONO ‘NVINLNIFGWH.{ DNVINEL NVEVMVE3d NALVANEY
¢20Z NNKYJ cz MOWON ﬁéosmmv_ NVA NVMIQIANEd SYNIA VAVd
NVIVMVSAd LLYdNE ~ ¥ SNLNdAN NVAIQIONTd NVNLYS a1dn

NV HIdNYT] ISVSINVOHO ANIANALS NVOVH



